PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
FERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMGCR 1 TAHUN 2011
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat
: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,

Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD untuk memnercleh persetujuan
bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan
kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pada tangga! 18 bulan Januari Tahun 2011;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran .
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2011;




ngingat 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan .Daerah daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 MNomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 )
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 ‘Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Nrgara Yang Bersih Dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahur™ 2003 tentang
Keuangan MNegara ( Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4421);
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Undang-Undang Nomor 32 -Tahun 2004 tentang
Pemerintahan .Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retrlbusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahum 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Ihdonesia
Nomor 5049 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prowokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan pPerwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47.2 ) ;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Urnum Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemarintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 139, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunzn Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4553)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Reptblik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerdh propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupater. / Kota ( Lembaran negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
L_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 201C tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentit Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 20/PMK.D7/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas
Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 659); ~

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomer 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Arggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten' Demak
( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2006 Nomor 13 Serl E Nomor 9 ) sebagaimana telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan
daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007

( lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2007
Nomor 14 );

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6 )

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Demak ( Lembaran ,

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri
E nomor 7).

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2007 Nomor 10 );




31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun
2008 tentang , Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008
Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1 g

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagail berikut:

(1) Pendapatan Rp. 968.294.838.000,-
(2) Belanja ; Rp. 1.040.196.821.000,-
Surplus/Defisit ( Rp. 71.901.983.000,-)
(3) Pembiayaan Daerah : ,
a. Penerimaan Rp. 75.701.983.000,-
b. Pengeluaran Rp.  3.800.000.000,-
Pembiyaan Netto Rp. 71.901.983.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL-

Pasal 2
(1.) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari : -
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67.751.260.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 657.235.269.000,-

r

c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah Rp. 243.308.205.000,-




(2.) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah Rp. 19.850.048.000,-
b. Retribusi daerah Rp. 11.650.212.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 4.879.500.000,-

Daerah yang Dipisahkan
d. Lain - lain Pendapatan Asli Derah Rp. 31.371.500.000,-
vang sah

(3.) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak / bagi hasil Rp. 44.581.909.000,-
bukan pajak

b, Dana alokasi umum Rp. 544.790.060.000,-

c. Dana alokasi khusus Rp. 67.863.300.000,-

(4.) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Rp. 1.956.689.000,-
b, Dana darurat Rp

c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi Rp. 30.196.077.000,-
dan Pemerintah Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otoncmi Khusus Rp. 137.342.958.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi Rp. 73.812.585.000,-
Pasal 3
(1.) Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung Rp. 652.970.938.000,-
b. Belanja langsung Rp. 387.225.883.000,-

(2.) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 519.620.552.000,-
b. Belanja Bunga Rp. -

c. Belanja Subsidi Rp. %




d. Belanja Hibah Rp. 25.855.030.000,-

e, Belanja Bantuan sosial - Rp. 60.962.360.000,-
f. Belanja Bagi hasil Rp.  3.490.996.000,-
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 40.542.000.000,-
h. Belanja tidak terduga Rp. 2.500.000.000,-

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf
b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 36.365.723.300,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 150.314.191.660,-

c. Belanja Modal Rp. 200.545.968.040.-
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagdimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari .

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 75.701.983.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.  3.800.000.000,-

(2.) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan :
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya( SILPA ) Rp. 73.701.983.000,-
b. Pencairan Dana Cadangan “Rp. =
€. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan - Rp.
d. Penerimaan Kemball Pemberian Pinjaman Rp. 2.000.000.000,-
e. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -

(3.) Pengeluaran sebagaimana dimaksur pada ayat (1 ) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan :

a, Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp -

b, Penyertaan modsl { investasi ) Rp. 1.800.000.000,-
Pemerintah Daerah

c. Pembayaran Pokok utang sejumliah Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah : Rp. 2.000.000.000,-




Pasal 5

Uralan lebih lanjut Anggaran: Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan baagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini, terdiri :

1, Lampiran 1 : Ringkasan APBD ;

2, Lampiran 1I : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III : Rinclan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah , Orgenisasi, Program dan
Kegiatan ;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan. Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
jabatan ;

/. Lampiran. VII : Daftar Piutang daerah :

8 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah :

9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan
“ aset lainnya; :

11. Lampiran XI: Daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII: Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman daerah dan obligasi dzerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan
mendesak

Kriteria darurat dimaksud sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya:

2. Tidak dihasrapkan terjadi secara berulang;
3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan cleh keadaan darurat.




Kriteria mendesak dimaksud sebagai berikut :

1. Program dan kegistan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Keperluan rendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang leblh besar bagi pemerintah daerah

dan masyarakat; dan

3. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD

tahun berjalan,

Pasal 7

Eupagi Demak menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pend
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

rasal €
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

patan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sebagai landasan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk'én pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal ? Maret 2011

- -BUPATI DEMAK

ATadtr zant ¢

Diundangkan di Demak
pada tanggal 9 Maret 2011
KABUPATEN DEMAK

( e
o e o : |
\ \. POERWINO SASMITO
N E T :
LEMBARANDAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR .






